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REPUBLIK INDONESIA 

No.1311, 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN. Biaya Konstruksi. 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 223/PMK.011/2012 

TENTANG 
PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA  

KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 
Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan 
Badan Usaha Dalam penyediaan Infrastruktur, 
disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan 
Dukungan dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat 
finansial terhadap Proyek Kerja Sama; 

b. bahwa kontribusi fiskal yang bersifat finansial 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada umumnya 
diberikan dalam bentuk kontribusi atas sebagian biaya 
konstruksi, kontribusi atas sebagian biaya operasi, 
jaminan minimum atas pendapatan, dan pembayaran 
tetap selama masa operasi untuk meningkatkan 
kelayakan finansial Proyek Kerja Sama guna 
meningkatkan minat dan partisipasi Badan Usaha 
pada Proyek Kerja Sama; 
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c. bahwa setelah memperhatikan kompleksitas penyiapan 
institusi  yang dibutuhkan dan pengelolaan risiko 
fiskal, kontribusi fiskal yang bersifat finansial dalam 
bentuk kontribusi atas sebagian biaya konstruksi 
dipandang sesuai untuk diberikan pada Proyek Kerja 
Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun 
belum memiliki kelayakan finansial; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya 
Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang 
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam 
Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang 
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam 
Penyediaan Infrastruktur; 

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban 
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran 
Dalam Pelaksanaan Anggraran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN 
DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA 
KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH 
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN 
INFRASTRUKTUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk 
kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap 
Proyek Kerja Sama dalam bentuk dan menurut tata cara sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

2. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama 
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

3. Badan Usaha Pemenang Lelang adalah Badan Usaha yang ditetapkan 
sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja 
Sama oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama. 

4. Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama adalah Badan 
Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk 
bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama. 

5. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya 
disebut dengan Proyek Kerja Sama adalah proyek sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 
Penyediaan Infrastruktur.   
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6. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja 
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur. 

7. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan 
Infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan 
Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama. 

8. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat 
PJPK adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama 
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrukur yang 
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan 
infrastruktur. 

9. Usulan Persetujuan Prinsip adalah usulan yang diajukan oleh PJPK 
kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan 
Prinsip. 

10. Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut 
sebagai Persetujuan Prinsip adalah persetujuan awal yang diberikan 
oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan rekomendasi dari 
Komite Dukungan Kelayakan setelah dilakukannya evaluasi atas 
terpenuhinya kriteria Proyek Kerja Sama dan porsi Besaran Dukungan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

11. Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah usulan 
yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka 
memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan. 

12. Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah persetujuan 
Menteri Keuangan atas batas maksimum besaran Dukungan 
Kelayakan yang akan digunakan oleh PJPK sebagai satu-satunya 
parameter dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu 
dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan. 

13. Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah usulan yang 
diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka 
memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan. 

14. Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut 
sebagai Persetujuan Final adalah persetujuan Menteri Keuangan atas 
besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan yang 
dapat diberikan oleh PJPK terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan 
hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang. 

15. Surat Dukungan Kelayakan adalah konfirmasi Menteri Keuangan 
kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama mengenai 
berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan. 
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16. Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan adalah 
dokumen yang memuat persetujuan PJPK atas pemberian Dukungan 
Kelayakan pada Proyek Kerja Sama yang meliputi paling kurang 
besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan. 

17. Proyek Kerja Sama Daerah adalah Proyek Kerja Sama yang merupakan 
kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dimana Kepala Daerah bertindak sebagai 
PJPK. 

18. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati 
bagi daerah Kabupaten, atau Walikota bagi daerah Kota. 

19. Ekuitas adalah sumber pembiayaan Proyek Kerja Sama di luar 
pinjaman yang besarnya sesuai dengan rasio ekuitas berbanding 
pinjaman yang ditetapkan oleh PJPK sebagai kewajiban Badan Usaha 
Pemenang Lelang untuk membiayai pembangunan Proyek Kerja Sama. 

20. Konsultan Independen adalah orang perseorangan atau badan usaha 
yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa 
konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 

BAB I 

TUJUAN DAN PRINSIP 
Bagian Kesatu 

Tujuan 

Pasal 2 
(1) Dukungan Kelayakan merupakan kebijakan fiskal Pemerintah dalam 

rangka mendukung upaya penyediaan infrastruktur dengan skema 
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur. 

(2) Dukungan Kelayakan bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga 

menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek 
Kerja Sama; 

b. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan 
pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan 
kualitas dan waktu yang direncanakan; dan 

c. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur 
dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. 
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